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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar belakang.  

Sampai dengan tahun 2018, jumlah bidang tanah yang telah terpetakan sebanyak 57 

bidang tanah (diluar proses pemecahan, pemisahan, HMRSS dll) dari total 135 juta 

bidang tanah (hasil rapat kerja daerah). Masih terdapat 78 juta bidang tanah yang 

belum terukur dan terpetakan. Untuk mencapai 100% seluruh bidang tanah 

terpetakan pada tahun 2025, maka setiap tahun harus dilakukan pengukuran dan 

pemetaan sebanyak 13 juta bidang.  

Kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah di lingkungan Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dilakukan oleh petugas ukur. 

Petugas ukur dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu petugas ukur pemerintah dan 

petugas ukur non pemerintah. Petugas ukur pemerintah adalah petugas ukur dengan 

status kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki jabatan fungsional  di 

bidang survei, pengukuran, dan pemetaan. Jabatan fungsional di bidang survei, 

pengukuran dan pemetaan dilingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / 

Badan Pertanahan Nasional untuk kepentingan pendaftaran tanah dinamakan 

Jabatan Fungsional Penata Kadastral dan Jabatan Fungsional Asisten Penata 

Kadastral. Jabatan Fungsional Penata Kadsatral dan Asisten Penata Kadastral 

diperoleh setelah ASN tersebut mengikuti pelatihan Jabatan fungsional. Petugas Ukur 

non pemerintah adalah petugas ukur dengan status kepegawaian bukan ASN tetapi 

telah memperoleh lisensi untuk melakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan 

bidang tanah dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah maupun lainnya. Petugas 

Ukur non pemerintah yang telah mempunyai lisensi ini disebut dengan Surveyor 

Kadaster Berlisensi. Lisensi diberikan kepada seorang Surveyor setelah yang 

bersangkutan memenuhi persayaratan seperti yang ditetapkan dalam Peraturan 

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi dan 
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telah lulus dalam mengikuti ujian lisensi Surveyor Kadaster. 

Kondisi jumlah petugas ukur pemerintah sampai tahun 2019 sebanyak 2.505 orang, 

jumlah surveyor kadaster berlisensi terdaftar dalam system mitra BPN 6.420 orang 

dari eksisting total 10.046 orang. Dengan jumlah sumber daya manusia petugas ukur 

tersebut diharapkan dapat menyelesaikan kegiatan pengukuran dan pemetaan 

bidang tanah sebanyak 13 Juta pertahun sampai tahun 2025. Target pengukuran dan 

pemetaan bidang tanah pada tahun 2019 sebanyak 8,25 juta bidang tanah.  

Target Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap pada tahun 2019 Kantor Wilayah 

Kementerian ATR/BPN Propinsi Kalimantan Tengah sebanyak 65.000 bidang tanah, 

dengan rincian 35.000 bidang dikerjakan secara swakelola sedangkan yang 

dikerjakan dengan system kontrak kerja sebanyak 30.000 bidang. Jumlah petugas 

ukur ASN sebanyak 67 orang sedangkan SKB terdaftar sebanyak 99 orang, 

terverifikasi 89 orang terdiri atas SK 10 orang dan ASK 79 orang, terjadi alih profesi 

10 orang. Petugas Ukur ASN sebanyak 67 orang tersebut mengerjakan kegiatan 

pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebanyak 35.000 bidang tanah, Petugas 

Ukur SKB perseorangan dilibatkan dalam pekerjaan swakelola, sedangkan SKB yang 

berupa KJSKB dilibatkan dalam pekerjaan melalui kontrak kerja dengan target 3 

paket, masing – masing paket 10.000 bidang. Target Pendaftaran Tanah Sistematik 

Lengkap Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Propinsi Jawa Tengah sebanyak 

1.813.772 bidang tanah, memiliki petugas ukur ASN sebanyak 277 orang. Dari 

1.813.772 tersebut sebanyak 490.000 bidang  pekerjaan pengukuran dan pemetaan 

bidang tanah dilaksanakan oleh SKB. Dari data – data pekerjaan pengukuran dan 

pemetaan bidang tanah di Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Propinsi 

Kalimantan Tengah dan Propinsi  Jawa Tengah, volume pekerjaan yang dikerjakan 

oleh SKB jauh lebih sedikit dibandingkan volume pekerjaan yang dilakukan oleh 

petugas ukur ASN. Masih timbul opini dan pendapat hasil ukuran SKB baik 

perseorangan maupun KJSKB belum dapat dipercaya dan jika timbul sengketa akibat 

proses pengukuran masih menjadi tanggungjawab pejabat kantor pertanahan. 

Kontrol kualitas hasil pekerjaan SKB belum dilakukan secara maksimal, sehingga jika 

ada kesalahan ukuran dan atau prosedur pengukuran dalam rangka pendaftaran 
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tanah menjadi tanggung jawab sepenuhnya pejabat pengawas baik Seksi 

Infrastruktur Pertanahan maupun Kepala Kantor Pertanahan. Masih ada keraguan 

terhadap profesionalisme Surveyor Kadaster Berlisensi, pada awal tahun 2017 

dimulainya peran SKB dalam mengerjakan PTSL dengan system Kontrak Kerja 

dijumpai beberapa perusahaan survei pengukuran dan pemetaan mempekerjakan 

petugas ukur yang tidak memiliki kompetensi survei, pengukuran dan pemetaan. 

Ada juga perusahaan yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak kerja 

sehingga diambil oleh ASN Kantor Pertanahan untuk menuntaskan pekerjaan 

tersebut. Padahal menurut Program kerja Direktorat Jendral Infrastruktur 

Keagrariaan SKB merupakan mitra kerja Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional dibidang survei dan pemetaan. Tuntutan 

ketrampilan dan keahlian tertentu dari seorang profesional sangat mutlak. Seorang 

surveyor memiliki tanggung jawab moral dan etika kepada masyarakat, klien dan 

pemimpin perusahaan, rekan seprofesi dan stafnya. Seorang Surveyor yang 

profesional harus memiliki sikap : Integritas, independen, peduli dan memiliki 

kompetensi, dan tanggung jawab selama melaksanakan pekerjaan. Maka 

permasalahannya adalah bagaimana seorang Surveyor Kadaster Berlisensi ini 

menjadi pejabat publik Surveyor Kadaster Berlisensi yang professional.   

 

B. Tujuan penelitian. 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui Surveyor Kadaster Berlisensi dalam melaksanakan pekerjaan 

Pengukuran dan Pemetaan untuk kegiatan pendaftaran tanah. 

2. Menyusun guide line Surveyor Kadaster Berlisensi yang profesional sebagai mitra 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. 

 

C. Kegunaan/manfaat penelitian. 

1. Mengetahui sumber daya surveyor kadaster berlisensi dalam melaksanakan 

pekerjaan pengukuran dan pemetaaan untuk kegiatan pendaftaran tanah. 

2. Menyusun guide line Profesi Surveyor Kadaster Berlisensi menuju profesi yang 
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terpercaya dan kompeten dalam bidang survei kadastral. 

3. Memberikan masukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 

(Kementerian ATR/BPN) dalam menyusun regulasi untuk membuat SKB lebih 

professional.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

Berdasar hasil penelitian di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Jawa 

Tengah terkait keberadaan Surveyor Kadaster Berlisensi dalam kegiatan PTSL dapat 

disampaikan sebagai berikut: 

1. Dalam penyelesaian pekerjaan pengukuran dan pemetaan dalam rangka PTSL di 

kedua Kantor Wilayah BPN Kalimantan Tengah dan Jawa Tengah melibatkan 

peran Aparatur Sipil Negara (Juru Ukur PNS), dan Surveyor Kadaster Berlisensi 

baik Asisten Surveyor Kadaster dan Surveyor Kadaster sebagai individu, KJSKB 

dan Perusahaan Survei dan Pemetaan. 

2. Keterlibatan Surveyor Kadaster Berlisensi sebagai individu dengan system 

kontrak sebatas menangani  pekerjaan swakelola PTSL, untuk Kanwil Provinsi 

BPN Kalimantan Tengah hanya di Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya dan di 

Kanwil Provinsi Jawa Tengah di Kantor Pertanahan Karanganyar, Banyumas dan 

Cilacap. 

3. Keterlibatan Surveyor Kadaster Berlisensi sebagai Pihak Ketiga dalam kegiatan 

pengukuran dan pemetaan dalam rangka PTSL, untuk Kanwil BPN provinsi 

Kalimantan hanya di tangani oleh 1 (satu) KJSKB dan 1 (satu) Perusahaan Survei 

dan Pemetaan, sementara untuk Jawa Tengah ditangani oleh 12 KJSKB dan 14 

Perusahaan Survei dan Pemetaan. 

4. Mekanisme evaluasi dan monitoring belum sepenuhnya dilakukan oleh jajaran 

Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN maupun Kantor Pertanahan sehingga 

walaupun secara kuantitas memenuhi target pekerjaan tetapi secara kualitas 

belum dapat dievaluasi dengan baik sesuai standar yang erlaku di Kementerian 

ATR/BPN. 
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2. Saran 

1. Keberadaan SKB di Kantor Pertanahan perlu penguatan peran  dengan sistem 

kontrak untuk menangani pekerjaan swakelola, karena sampai dengan saat ini 

masih sangat terbatas kantor pertanahan yang mau menerapkan system 

tersebut. 

2. Evaluasi dan monitoring harus menjadi prioritas untuk memastikan kualitas 

hasil pekerjaan pihak ketiga khususnya sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. 
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